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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 5 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL 
KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. batwa dalamn rangka pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, maka 
perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi 
Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara 

b batwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarm 
Ling#ungan Propinsi Jawa Tengah, 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomnor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemenintah Daerah (Lembaran Negara Pepubl 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahar 
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5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaran Modal (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2007 No. 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4724); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang 
Jangka waktu ljin Penanamnan Modal Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3335) 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang 
Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan 
dalam rangka Modal Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3552) Sebagairmana diubah terakhir dengan 
pp Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4162) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 
Kermitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3718), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 621, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4095) 

10.Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593), 

1f.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
embagian Urusan Pemerintahan Antara Pererintah, 
emerintahan Daerah Provinsi, Dan Permenintahan 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741) 

13.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
- . - ' . 
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14 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pererintahan Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2) 

15 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2010 Nomor 18) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN 
JEPARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara; 
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyeenggara pemenintahan daerah 
3. Bupati adalah Bupati Jepara, 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 
5. Kantor Penanaman Modal adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten 

Jepara 
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang 

berada pada Kantor Penanaman Modal. 

BAB I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal, terdini dari 
1. Kepala; 
2. Sub Bagian Tata Usaha 
3. Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal; 
4. Seksi Fasiltasi dan Kerjasama Penanaman Modal, 
5. Kelompok Jabatan Fungsional 
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BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagan Kesatu 

Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal 

Pasal 3 

Kantor Penanaman Modal memnpunyai tugas melaksanakan kewenangan 
Permnenintah Daerah dalarm penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah 
di bidang Penanaman Modal. 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimaksud dalam pasal 3, Kantor 
enanaman Modal mempunyai fungsi 
a perurusan ebijakan teknis sesuai dengan ling#up tugasnya, 
b pemberian dulungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ling#up tugasnya, dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

tungsinya 

Bagian Kedua 

Kepala 

Pasal 5 

Kepala Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas merimpin dan 
bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 

Bagian Ketiga 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Tata Lsaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat 
menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan, rumah tangga, 
epegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan 
Laporan Kantor Penanaman Modal 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungawab kepada Kepala Kantor Penanaman Modal 



tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub 

merpunyai tungsr 
ren anal programn egart.an, 

renana dan programn, evaluasi dan pelaporan, 
t nggaraka urusan urnurmn dan kepegawaian, keuangan, perencanaan 

r ut or " p M oran  
d  mengeiola adminstrasi dan pembinaan pegawai, 
e mengelola euangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran 

belanja kantor, pemnbukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan, 
f mengeiola administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, 

perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor, 
g melaksanakan koordinasi dengan Seksi-seksi guna kelancaran pelaksanaan 

tugas 
h. mengolah dan menyajkan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

kepada pimnpinan satuan kerja; 
i menyajkan konsep laporan inerja dan keuangan satuan kerja kepada 

pimpinan satuan er)a 
j mengoordinasian dan melaksanakan penataan, penyimpanan arsip dan 

dokumentasi sesuai dengan b»dang tugas0ya, 
k. mendistnibusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk 

memperdancar pelaksanaan kegiatan, 
I memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas 
m. memeniksa pelasanaan tugas staf agar diketahui ting#at efektivitas dan 

efirsiensi pelaksanaan egiatan, 
n. pelaksanaan tuga -tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Kantor Penanaman 

Modal sesuai tugas polok dan fungsinya 

Bagian Keempat 

Selusi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal 

Pasal 8 

(1)Selsi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas 
mengumputan batan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunjul 
pelaksanaan pembinaan ebijaan pengerbangan di bidang pengembangan 
dan promosi penanarnan mode/investasi 

(2) Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertan9gungjawab kepada Kepala Kantor 
Penanarnan Modal 

Pasal 9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 
Selsi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Promosi da 

Pengembangan Penanaman Modal; 
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dan po la k san  n  pedoman, petunjuk pelaksanan di bidang 
dn pengembangan investasi 

promosi penanaman modal Daerah, 

9a, merurusk.an, dan menyusun mateni promosi skala Da rah 
w gua ta  n-kegiatan di bidang promosi dan pengerbangan 

vestasu, 
$ peiaksanaan ken ma dengan lembaga pemerintah dan swasta tingk.at 

lolal, regional dala m bidang promosi dan pengermbangan investasi, 
h pengembangan sister informasi penanamnan modal 

mendistribusk.an tug.as kepada stat sesuai bidang tugas0ya untuk 
mempertancar pelaksanaan kegiatan 

j memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas 
k mereriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat efektivirtas dan 

eft nsi pelaksanaan kegiatan; 

I pen ya ju n  bahan  kebijakan pimpinan 
m. penyelenggaraan egiatan administrasi Seksi Promosi dan Pengembangan 

Penanaman Modal 
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman 

Modal sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 10 

(1)Seksi Fasltasi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyar tugas 
engumpulkan bahan, menyusun dan pelaksanaan pedomnan atau petunjuk 
pelaksanaan pernbinan dan kebijakan pengembangan dibidang fasiltasi dan 
kerjasarna penanarnan modal 

(2) Selsi Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Kantor 
Penanamnan Modal 

Pasal 1f 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimana dimnaksud dalamn Pasal 10 ayat 
(), Seksi Fasilitasi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungs 
a perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya 
b menyusun program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Fasilitasi dan 

Kerjasamna Penanaran Modal, 
c peoyusunan9""an peoman an petunjok pelaksanaan tr bidang 

fasilitasi dan Kera ama penanamnan modal 
d pengkajan, perurusan, dan penyusunan kebiakan teknis pengendalian 

po la k.t ar  an  penanaman  modal  di  Daerah 
e penguP""pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan 

realisasi proyek penanarnan modal skala Daerah 
, , __ _.,__.., '·u,--'� .. ' -- -•-,. ... .. ..  __ .., ..._.....,.__, .. _ ic.,; -, 

. . 4 .a 4 4 4 l o l l  

modal  
g  bimbingan teknis penanamnan modal 
h pelaksanaan kerjasamna dengan liemnbaga pererintah dan swasta tingk.at 
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has epada staf sesuai bidang tugasnya untul 
peasanaan kegiatan 

petunjuk epada staf untuk sinlrorisasi pelaksanaan tugas 
pelaksanaan tugs stat agar diketahui tingkat efektivitas dan 

; pen ya n  bahan  kebijalan pirnpinan, 

m peryelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Fasilitasi dan Kerjasama 
Penanarnan Modal 
p"""""as-toes an yang iberkan olet Kepala Kantor Penanaman 
Modal sesuai tugas dan fungsinya 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

gar setiap orang dapat mengetahuinya, memenintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Bernita Daerat 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal {oto 

BUPATI JEP 

HENDRO MARTO.JO 

SEKRE TARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

·- 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 


